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TIM REFORUASI BIROXRABI
PEUERIICTAH XABUPATEI| SUMEI{EP

BI'PAfl SI'GIrEP,
a. bahwa dengan diterapkan Road Map RB IGbupaten

SuE,er]ep 2022-2026 dan St.ruktur Organisasi Tata Kerja
Perangkat Daeral di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumenep scsuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah l(abupaten Sumenep, perlu adanya
tindaL ianjut penyelarassn penanggundawab atas tugas
Basing-masing Tim Reformasi Birok asi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangs! sebagaimaDa dimaksud
pada huruf a, p€rlu Eeltetapkan Tim ReforEasi Birckrasi
Pemerintah lGbupaten Sumenep yang dituangkan dalam
Keputusar Bupati Sumenep.

l. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang B€rsih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotiame (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
lrmbaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pereocanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negar:a
Republik lodonesia Tahun 2004 Nooor 104 Tambahan
kEbaran Negara Nomor 44211,

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Irmbaran
Negara Republik tndonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
33, Tambahan L€mbaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan kmba-ran Negara Nomor 5234) sebagaimana
telai diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Taiun
2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Talun
2019 Nomor 183, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);



6, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (teobaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambalan trEbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaDg
Pemerintaian Daerah {lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.+4, Ta-Erbalsn L€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) s€bagaimana
telah diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undaig-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lelltang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lfmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undallg-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administiasi Pemerintahan (l,embaralr Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambs-han l€mbaian
Negara Republik Indonesia NoEor 560l);

9- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan darr Pengawasan Penyelenggaraan
PemerintalEn Daeral {t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaban lcmbaian
Negara Nomor 4593);

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2O1O tentang Grand
Design Refonnasi Birckrasi 201O-2O25;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Talun 2OO9
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Bimkrasi tentang Pedoman Pengembangan
Budaya Ker]a (Berita Negara Republik Indonesia Talun
2012 Nomor 751);

13. Peraturao Meoteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
ReforEasi Bimkiasi Nomor 37 Ta}tun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokiasi
Pemerintah Daerai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5
tentang Pembentukan koduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telai diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 t€ntang Pembentukan Prcduk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Evaluasi Pelatsanaan Reformasi Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

16. Peraturan Daerah Kabupaten SuEenep NoEor 15 Tahun
2O2O tellt€.ng Pembentukan dan Susuoan Peranglat
Daerah lGbupaten Sumenep (I-embaran Daerai
Kabupaten SuEenep Tahun 2021 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep NoEor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah lGbupaten Sumenep 202l-2026 (t,embaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talun Anggaran 2022 ll-ernt)8ran Daerah l(abupaten



Menetapkan

Pertama

Sumenep Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupat-i Sumenep Nomor 85 Tahun 2O2l tantang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan B€lanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daeral Kabupaten Sumenep
Tahun 2021 Nomor 85);

20. Peratu-ran Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi s€rta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita
Daera-h Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 86);

21. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Iospektorat Daerah Kabupaten
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 88);

22. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 95 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Thgas dan FuDgsi serta
Tata Kel]a Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu da! Tenaga Kerja lGbupaten Sumenep (Berita
Daerah Kabupaten SuEenep Tahun 2021 Nomor 95);

23. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 98 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas darr Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi darl Informatika Kabupaten
Sumenep (Berita Daerah IGbupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 98);

24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 104 Tahun 2O2l
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten SuEenep
Tahun 2021 Nomor 104);

25. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Orgsrisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keda Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 106);

26. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 107 Tahun 2O2l
tentang Kedudukan, Susunan Orgarfsasi, Tugas dao
FuDgsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SuBber Daya Manusia Kabupaten
Sumenep {Berita Daerah l<abupaten Sumenep Tahun 2O2l
Nomor 107);

27. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 116 Talun 2O2l
tentarrg Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2026
(Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor
116).

MEMUTUSNAN

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah lGbupaten
Sumenep dengan susunan keanggotaan sebaga.imana
tercantum dalam l,€mpiran yang merupalan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.

Menugaskan kepada TiE Reformasi sebagaimana dimaksud
dalam Dildum Pertama, untuk :

1. Tim Pengarah:
a. memhrikan arahan atas pengelolaan rcformasi

birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Tim
Pelaksana;

Kedua



b. memberikan pers€tujuan atas rancangan/rumusan
kebijakan rcformasi bimkEsi Pemerintai Kabupaten
Sumenep.

2. fim Pelal6ana :

a. Ketua:
l) meminpin dan mengoordinasikan pelaksanaan

tugas Tim Reformasi Birokrasi;
2) mengoordinasikan Kelompok Keda (Pokja) beserta

anggota Tim;
3) mercncanakan dan melal(sana-kan program

reformasi birokrasi;
4) mensinergikan pelalsanaan program ReforBasi

Birokrasi dengan kebiiakan Bupati Sumeoep;
5) mengendalikan dan mengevaluasi pelal(sanaan

tugas Tim ReforEasi BirckEsi;
6) menyampaikan Laporan hasil peLaksanaan

Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah.
b. Sekretaris:

1) membantu tugas Tim Pelaksana dala8 memimpin
dan mengoordinasikan p€Ialsarraan tugas Tim
Reformasi Bimkrasi;

2) Eelalsanakan tugas ta.in yang dib€rikan oleh Ketua
Tim Pelaksana.

3. Kelompok Kerja I (Area Manajeroen Perlbahan)
a. memastikan Tir! reformasi bimLrasi telah

melaksaDa-kan tugas sesuai rencana kerja serta
meninda-klanj uti hasil evaluasi;

b. mengevaluasi rencana kerJa dan monitoring tindak
lanjut hasil evaluasi;

c. melaksanalan sosialisasi/internalisasi road map/
rencana kerja reformasi birokrasi;

d. melaLsanaLan rcad map reforEasi birokrasi;
e. pemantauan pelal<sanaon PMPRB;
i fasilitasi keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif

dan berkelanjutan da.lam pelaksanaan rcformasi
birckrasi;

g. menyedirkan media komunikasi yang cal<upannya
menjangkau seluruh pcgawai dan pemangku
kepentingan;

h. fasilitasi upaya menggerakkan organisasi dalam
mela}ukan perubaan melalui f,eEbentukan ogenJ o/
ch@tqe/role nadel dan Pengembangan Budaya Keda.

4. Kelompok Kerja Il (Deregulasi Kebijakan)
a. meLalsanal<an identifiksi, analisa dan peEetaan

terhadap seluruh peraturan perundangundangan
yang tidak harmonis/sinkron;

b. menindaHanjuti hasil penataan Perundang-undangan
yang tidal harmonis/ sinkron;

c. pengendalian penyusunan peraturan pemndang-
undangan yang merByaratkan adanya Rapat
Koordinasi, Naskah Akademis / kajianlpolic! paw\
dan paraf koordinasi;

d. mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian
peoyusunan peraturan pemndang-undangan;

e. Delaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan area Deregulasi Kebijatan.



5, Kelompok Keda tll (tuea Penataan dan PenguataD
Organisasi)
a. melaksanakan evaluasi kepada selunrh Perangkat

Daeral (PD) untuk Eenitai ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi;

b. melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
mengukur jenjang organisasi;

c. melal€anakan eva.luasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kemungkinan duplikat fungsi;

d. melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa aatuan orgarisasi yang berbeda tujuan
namun ditempatkan da-lam satu kelompok;

e. melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kemungkinan adanya pejabat yang
melapor kepada lebih daii seorang atasan;

f. melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kesesuaian struktur organisasi dengan
kinerja yang al(an dihasilkan;

g. meLaksanalan evaluasi kepada seluruh PD atas
kesesuaian struktur orgardsasi dengan malldat;

h. melaksanalan evaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kemungkinan tumpang tindih fungsi
antar OPD;

i. mela-Lsanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kemampual struktur organisasi untuk
adaptif terhadap pe.ubahan lingkungan strategis;

j. menindaldanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan
perubahan organisasi;

k. melaksanakan Analisa jabatan dan Analisa beban
keda kepada seluruh jabatan;

l. melaksanakan penghitungan kebutuhan pegawai di
seluruh unit. organisasi;

m. menyusun dan menformalkan prcyeksi kebutuhan 5
talun;

n. menghitung dan menformalkal perhitungan formasi
jabatan yang menunjang kinerja utama seluruh
instansi;

o. menyusun penetapan kebijalan tentang standar
kompetensi jabatan;

p. menyusun informasi faktor jabatan;
q. menetapkan p€ta jabatan seluruh unit organisasi;
r. menetapkan kelas jabatafl selumh unit organisasi;
s. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan

dengan aaea Penataan dan Penguatarr Organisasi.

6. Kelompok Kerja IV (Area Penataan Tatalal<sana)
a. melakukan pendampingan kepada s€luruh PD untuk

pembuatan peta proses bisnis yang sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

b. menjabarkan selumh peta proses bisnis PD kedalam
SOP;

c. meEasokan seluruh PD menerapkan SOP;
d. melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektiEtas

p€ta pros€s bisnis dan SOP s€cara berkala dan seluruh
hasilnya tetah ditindallanj uti;

e. memastikan dokumen Aisitehur SPBE Pemerintai
Daerah telai berpedoman pada Arsitehur SPBE
Nasional;
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f. menyiapkan dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah
daerah serta meLakukan pemutakhiran dokuEen Peta
Rencana SPBE sebagai tindak lanjut hasil r€viu dan
evaluasi;

g. Eelakukar reviu dan eva-luasi dokumen Arsitektur
SPBE secara periodik;

h. melibat-kan seluruh pimpinarr delam pembentukan
Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah;

i. melaksanakan tugas sesuai program keda Tim
Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan
mengkoordinasikan kepada semua unit keda
Pemerintah Daerah;

j. melakukan reviu dan evaluas program keda dan
pelaksanaanya;

k. memastikan layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
memberikan penggguna terkait kearsipan dan
berkolaborasi dengan layanan elektrof,ik lain;

l. melalekan perbaikan berdasarkan hasil rcviu dan
evaluasi l,ayanan Kearsipan Berbasis Elekhonik
terbadap perubahan lingkungan, peraturan
perundalg-undangal, teknologi atau kebutuahn
instansi Pemerintai Daerah;

m. melakukan perbaikan berdasarkan hasil rcviu dan
evaluasi tayanan Perencaraan, Penganggaran dan
Kineda Berbasis Elektrooik terhadap perubahan
lingkungan, peraturan perundang-undanga, teknologi
atau kebutuahn instansi Pemerintah Daerah;

n. melakukan perbaikan berdasarkan hasil rcviu dan
evaluasi Layanan Publik Berbasis Elektronik terhadap
perubahan lingkungan, peraturan perundang-
undangan, teknologi atau kebutuhan instansi
Pemerintah Daerah;

o. peoetapan kebijakan tentang KIP yang
mengidentifikasikan informasi yang dapat diketahui
oleh publik dan mekanisme penyaupaian;

p. lasilitasi melakukarr monitoring dan evaluasi
pelaksaiaan kebijakan tentang KIP;

q. melat sanal€n kegiatan-kegiatan lain yaIlg berkaitan
dengan area Penataan Tatal,aksana.

Kelompok Kerja V (Area Penataall SisteB Manajeoen
Sumber Daya Manusia Aparatur)
a. menyusun dan menlormalkan rencarla rcdistribusi

pegawai;
b. Eenyebarluaskan p€ngumum€m penerimaan pegawai

melalui berbagai media;
c. pendaftaran penerimaan pegawai dilakukan secara

online dan segera menginformasikan kepastian statug
pendaftaran;

d. memastikan setiap persyaratan administrasi dan
kompetensi jelas s€rta memberikan kesempatan yang
lauas kepada masyarakat;

e. melaksanakan pros€s seteksi yang jelas kriteria dan
prcs€snya, tidat tetjadi K(N dan dapat
dipertanggundawabkan;

f. pengumuDoan hasil seleksi diinJormasikan secaia
terbuka dan dapat diakses oleh publik deogan mudah;

g. melalukan assessrrenJ kepada seluruh pegawai;
h. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan

kompetensi kepada seluruh pegawai;



i. menyusun r€ncana pengembargan kompetensi
seluruh p€gawai;

j. melaksanakan pengembangan berbasis kompetensi
kepada seluruh pegawai s€suai dengan rcncana dan
kebutuhan peogembangan koEpetensi;

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan
pegawai berbasis komp€tensi secara berkala;

l. menyusun penetapan kebijakan tentang promosi
jabatan terbuka;

m. pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi
dilalukan melalui promosi terbuka;

n. pelaksanaan promosi dilakukan secara kompetitif dan
penilaian secara objektif;

o. menyusun penetapan panitia seleksi yang berasal dari
pihaL-pihak independent;

p. melaksanakan Pengumuman secara terbuka melalui
media IT;

q. menerapkan p€netapan kinerja individu kepada
s€luruh pegs.wai;

r. menerapkan p€nilaian kinerja individu yang terkait
deflgan kineda organisasi;

s. memastikan kinelja individu seh.ruh pegawai sesuai
dengan indikator kioeda di atasnya;

t. melalsanakan penguku-ran kinerja individu s€cala
bulanan;

u. melaksanal€n monev atas IreDcapaian kiner]a i&tividu
secara berkala;

v. hasil penilaian kine{a individu dUadikan dasar
pengembangan kari4

w. menjadikan capaian kinela individu sebagai salal
satu dasar pemberian tunjangan kinerja;

x. menyusun penetapan kebljakan tentang disiplin/kode
etik/ kode perilalu pegawai;

y. mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/ kode
perilaku instansi kepada selurul unit orgalisasi;

z. melalsanakao monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilalu
instansi secaia berkala;

aa. pemberiart sanksi dan reward kepada seluiuh unit
orgarrisasi;

bb. membangun sisten informasi sesuai kebutuhan;
cc. mensosialsasikan cara mengakses sistem informasi

kepegawaian kepada s€luruh pegawa.i:
dd. metrakukan pemutakhiran sisteo informasi

kepegawaian;
ee. menjadikan sistem inforEasi kepegawaian sebagai

penduku[g pengambilan kebiiakan manajemen SDM;
IL melaksanalan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan

dengan area Penataan Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia Aparatur.

8. Kelompok Kerja vI (Area Penguatan Akuntabilitas)
a. melibatkan s€lumh pimpinan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah;
b. melibat-kan s€Iuruh piEpinan dalaE Irenyusunan

penetapan kinerja;
c. melibatkan seluruh pimpinan dalam pel,aksanaan

pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
d. melaksanakan upaya peningkatan kapasitas SDM

yang menangarf akuntabilitas kinerja;



e. menyusun dokumen pedoman akuntabilitas kinerja;
i mengimpleEentasikan dan mengintegrasikan sistem

pengukuran kinerja berbasis elektionik;
g. Bensosialisasikan cara mengakses sistem pengukuran

kinerja berbasis elektrooik kepada selunrh unit
organisasi;

h. melalsanakan pemutaldriran data kinerja setiap
bulan;

i. metatsanakan kegiatan-kegiatan lain yaog berkaitan
dengan area Penguatan Akuntabilitas.

9. Kelompok Keda VII (Area Penguatan Pengawasan)
a. menyusun penetapan kebliakan tentang penanganan

gratifikasi;
b. mela.kukan public c@mpaign secara berkala;
c. melaporkan secara berkala tentang praktfk gratilikasi;
d. melatukan evaluasi atas kebijakan penanganan

gratifikasi;
e. menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan

glatifikasi;
f. menyusun penetapan kebijakan tentang SPIP;
g. memastrkan seluruh unit organisasi membangun

lingkungan pengendalian;
h. melaksanakan penilaian resiko atas orgarfsasi kepada

s€luruh unit organisasi;
i. melakukan kegiataD pengendalian untuk

memifmalisii resiko yang telah diidentifrkasi;
j. Eengiiformasitan dan mengkomunikasikan SPI yang

telah diidentifikasi kepada pihak terkait;
k. Eelakukan moniroring dan evaluasi SPI s€cara

berkala;
l, menyusun penetapan kebijakal tentang penanganan

pengaduan masyaralaq
m. mengimplementasikan penanganan pengaduan

masyarakat;
n. oenindaklanjuti selumh hasil penanganan pengaduan

masyarakag
o, monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan

dasyaralat s€cara berkala :

p. menindaldanjuti hasil evaluasi atas P€nanganan
pengaduan masyarakat;

q. menyusun penetapan kebijalan tentang WBS;
r. mensosialisasikan wBS kepada seluruh unit

organisssi;
s. meogimplementasikanWBS;
t. EooitorinS darl evaluasi WBS secara berkala;
u. menindaklanjuti hasil evaluasi atas WBS;
v. menyusun penetapan kebijakan tentang Penanganan

Beoturan Kepentilgan;
w. mensosialisasikan Penanganao Benturan KepentingaD

kepada seturuh unit organisasi:
x. mengimplementasikan Penangalan Benturan

Kepentingan;
y. monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan

Kepentingan secara berkala;
z. meoindaklanjuti hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan;
aa. oenyusun dokumen peflcanangan zona integritas;
bb. menyusun gurat keputusan tentang penetapar OPD

menjadi zona integdtas;



cc. melakukan pembangunan zona integritas secara
intensif;

dd. modtoring dan evaluasi zona integritas secara berkala;
ee. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada

unit organisasi untuk mendapatkan predikat menuju
WBBM;

ff. tindak lanjut selurui rckomendasi yang memerlukan
komitmen pimpinan dalam 2 tahun terakhir;

gg.memastikan penanganan pengawasan interrlal
dilaLukan oleh SDM yang kompeten baik secara
kuantitas maupun kualitas;

hh. memastikan APIP didukung dengan anggaran yang
memadai;

ii. melalsanalan fungsi pengawasan intemal berfokus
pada client dan audit berbasis resiko;

jj. meLaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan area Penguatan Pengawasan

lO. KeloEpok Kerja Vltl (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik)
a. menyusun penetapan kebiiakan tentang standar

pelayanan publik terhadap seluruh jenis pelayanan,
dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan
publik yarg berlalu;

b. memaklumatkan standar pelayanan publik pada
seluruh jenis pelayanan;

c. melalsanakan reviu dan p€rbaikan standar pelayanan
publik dengan melibatkan stakeholder, s€rta
Eemanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat.

d. melalisanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pel,ayanan Prima:

e. memastikan semua informasi pelayanan unit-unit
layanan dapat dia-kses melalui b€rbagai media;

f. menyusun penetapan kebijalan tentarg
sistem/reward bagl pelaksana layanan yang
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kineda, dan hasil
penilaian p€ngguna layanan;

g. menyusun penetapan kebijakan tefltang p€mberian
kompensasi kepada penerima layaIlar yang tidak
sesuai standa-r;

h. menginternalisasikan seluruh peLayanan secara
terpadu dan memastikan salana prasarana layanan
memenuhi standar sarPrasi

i. mengintemalisasikan kepada unit-ullit layanan untuk
oenciptakan inovasi pelayanan yang bermanfaat bagi
penerina pelayanan;

j. mengintemalisasikan kepada unit organisasi untuk
Eenyediakan media Pengaduan pelayanan secara jetras

dan terbuka;
k. merumuskan penetapan uuit pengelola pengaduan

terpadu;
l. menindallanjuti atas seluruh pengaduan p€Iayanan

untuk pebaikan kua-litas pelayanan;
E. melaksanakan evaluasi secara berkala atas

penanganan kelutran/ masukan;
n. melaksanakan Survey kepuasa! uursyalakat seczrra

berkala;
o. menyiapkan media untuk mengakses data hasil survey

kepuasan masyarakat;
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p. menindaklanjuti seluruh hasil survey kepuasan
masyaiakat

q. menJrusun penetapsJt kebijalan tentang rcncaDa
penerapan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanan;

r. mengintema-lkan kepada unit organisasi untuk
menerapkan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanao;

s, melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan ar€a Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam melalsanakan tugasnya, Tim Reformasi Bfuokrasi
sebagaimana dimaksud dalam DiktuE Kedua,
bertanggungiawab dan melaporka! hasil pelaksanaamya
kepada Bupati Sumenep.

Keputusan ill'i mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SumeneD

1 /- ilAit 2022

SUMEICEP

FAUZI



Lampiran : Keputusan Bu
Nomor:188/ (w3s.o13t2022

ti Sumenep
1

Tanggal

SUSUrAIT B:EANGG{YTAA,II
TIU REFOR.UAAI BIROI(RAAI

PEUERIITTAII XA.BT'PATEII AI'UEI|EP

ro. XEDUDI'XAI( DAI.II.U
TIU JAAATAIC DAUTU DT{AS

TIU PEIiGARIII
A. Pembina I

Pembina lI

B. Ketua

C. Anggota

Bupati sumenep
wakil Bupati Sumenep

Sekretaris Daeral Kabupaten Sumenep

l. Staf Ahli Bidang PeEerintahan, Hukum
dan Politik

2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunar
dar Keuangan

3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Malrusia

II. TIU PDLIIIAAI{A
A. Ketua

B. Sek&taris

Asisten
Daerah

Administrasi Umum Seldetaris

Kepafa Bagian Organisasi Sekretariat Daera}

IIt.

B. Anggota

Asisten Pemerintahan da-n Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerai

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
S€kretariat Daerah

2. Kepala Bagiat Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah

3. Inspektur Daerai Pembartu Investigasi
dan Pengaduan Masyarakat Pada
Inspel(orat Daerah Kabupaten SuEenep

4. Kepala Bidang lnformasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas KoEunikasi dan
Informatika

5. Kepala Sub Bagian Kineda dan Reformasi
Birokrasi/Ana.lis Kebijakan AhIi Muda
pada Bagian Orga4isasi S€kretEriat Daerah

NELOUP()R XER.'A II I
DeroguLrl Xcblistea
A. Koordinator

B. Anggota

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangatt/Perancang Peraturan
Perundang-udangan Pada Bagian
Hukum Selcetariat Daerall
Kepala Sub Bagian Ban tuan

Penyuluh Itukum AhIi Muda
2

Hukum
Hukum Sekretariat Daerah

I.

XELOUFOK fiERJA I :

u.!d6aGn Potubahaa
A. Koordinator

rv.



3. Kepala Sub Bagian Dokr.Eentasi dan
InforDasi/Penyului HukuE Ahli Muda
pada Bagian Hukum Seketariat Daerah

XILOUFOX NER.'A Itr :

Pettataa! datr Peaguataa
osgsnl3.3i
A. Koordinator

B. Anggota

Kepata Sub Bagian lclembagaan dan Analis
Jabatan/Analis Kebijatan Ahli Muda pada
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1. 1 (satu) orang Pelaksana/turalis
Kelembagaan pada Bagian organisasi
Sekretariat Daeral

2. I (satu) or6ng Pelaksana/Analis Analisis
Jabatan pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

vr. XELOUPOX XER.'A IV :

Petrstaea Tatalak8aas
A. Koordinator

B. Anggota

Asisten Perekonomian darr Pembangunan
Sekrctaris Daerah

1. Kepala Dinas Komurfkasi dan
Informatika

2. Kepda Dinas Perpustalaan dan
Kearsipan

3. KepaLa Sub Bagian Pelayanan Publik dan
Tata taksana/Analis Kebiiakan Ahli
Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah

XELOMP,OX XtR^rA V :

Penataa! Sltteln
uaaaJerlea Su.Ebet
Daya Ua.Du.ia Aparatut
A. Koordinator

B. Anggota

Kepala Badan Kepegawaian
Pengembangan Sumber Daya Manusia

dan

1. Kepata Bidang Penilaian Kinerja Apaiatur
dan Penghargaan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SuEber
Daya Manusia

2. Kepata Bidang Mutasi dan Promosi pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

3. Kepala Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dalr Inio.Basi pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangar Sumber Daya Manusia

vIlI. KELOUPOX XE&JA VI :
Penguater Aturtqbitit$
A. Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembsngunan

Daerah

vu.



1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan As€t Daerah

2. lnspeldur Pembantu lI pada Ingpektorat
Daerah Kabupaten Sumenep

3. Kepala Bidang Per€ncaraan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerai

4. Kepala Bidang PemerintalEn dan
Pembangunan Manusia pada Badan
Percncana^q PeBbangunan Daerai

5. Kepala Bidang Per€konoldan dan Sumber
Daya Alam pada Badan Perencanaan
Pembangunao Daerah

6. KepaLa Bidang tnfrast-ruktur dan
Kewilayahan pada Badan Perencanaan
Pemb€ngunan Daerah

7. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

B. Anggota

lnspektur Daerah Kabupaten Sumenep

1. Inspehur Pembantu t pada lnspektorat
Daerah Kabupaten Sumenep

2. Inspekhrr Pembantu III pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Sulaenep

3. Inspelrhlr Pembantu IV pada lnspektotqt
Daer"ah Kabupaten SuEenep

tx. I(ELOUPOX XERJA VU:
PoEiuatan PGnSaEaaa[
A. Ketua

B. Anggota

I(ELOIPOI( IIE&'A VUI:
PGrtDtL.t r Kurut t
Pchlrr.E ! Pubut
A. Koordinator

B. Anggota

Kepala Dilras Dinas PeDanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kerja

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Kepata DiDas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertalliar
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik
7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

B€ncana Daerah

-^r

x.

SUMENEP

YM i
F AUZI


